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Abstract 

This research is motivated by the submission of a marriage annulment application at the Malang Regency 

Religious Court, where the applicant is aware of a mistake in his marriage, even though here the 

applicant also marries in a position that is still the wife of another person, from this the researcher wants 

to analyze whether the submission of the marriage annulment has exceeded the expiration limit or not. 

The research method used is a descriptive analytical normative research method using secondary data 

obtained through literature studies and the data is processed qualitatively using a legislative, case, and 

conceptual approach. The results of this study show that the judge used the interpretation method to 

interpret Article 27 paragraph (3) of the 1974 Marriage Law. The judge stated that the right to file a 

petition for annulment of marriage is void since the knowledge of the petitioner, not since the marriage 

between the plaintiff and the defendant. But the plaintiff's awareness of the existence of a mistake. Based 

on the unauthorized guardian being able to be the reason for the Judge to grant the annulment of the 

marriage because there will be many mudhorot if the marriage continues. 
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Abstrak 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang mana pemohon tersadar akan adanya sebuah kekeliruan 

dalam pernikahannya, padahal disini pemohon juga melakukan pernikahan pada posisi masih menjadi istri 

orang lain, dari hal tersebut peneliti ingin menganalisis apakah pengajuan pembatalan perkawinan tersebut 

sudah melampaui batas daluwarsa atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, 

kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini hakim menggunakan metode interpretasi untuk memaknai 

pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Hakim menyatakan hak mengajukan 

permohonan pembatalan perkawinan gugur dihitung sejak diketahuinya pemohon, bukan dihitung sejak 

perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Tapi kesadaran penggugat atas adanya sebuah kekeliruan. 

Berdasarkan wali yang tidak sah mampu menjadi alasan Hakim untuk mengabulkan pembatalan 

perkawinan tersebut dikarenakan akan banyak mudhorot jika perkawinan terus dilanjutkan.Serta akan 

memperburuk keadaan. 

 

Kata Kuncil: Pelmbatalan pelrkawilnan, Batas, Daluwarsa 
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PENDAHULUAN 

Pelrkawilnan ilalah ilkatan lahilr bathiln antara selorang prila delngan selorang wanilta 

selbagail suamil ilstelril delngan tujuan melmbelntuk kelluarga (rumah tangga) yang bahagila 

dan kelkal belrdasarkan Keltuhanan   Yang   Maha   Elsa.1 Melnurut Undang-Undang 

Relpublilk Ilndonelsila Nomor 1 Tahun 1974 telntang pelrkawilnan, tujuan pelrkawilnan adalah 

melmbelntuk suatu rumah tangga atau kelluarga yang bahagila dan kelkal belrdasarkan 

Keltuhanan Yang Maha Elsa. 

Syarat - syarat pelrkawilnan dapat dilgunakan selbagail batasan agar pelrkawilnan 

dapat dillaksanakan delngan sungguh - sungguh. Syarat pelrkawilnan telrbagil melnjadil dua 

yailtu syarat matelrilill dan syarat formill. Syarat matelrill adalah syarat yang melngelnail atau 

belrkailtan delngan dilril prilbadil selselorang yang akan mellangsungkan pelrkawilnan yang 

harus dilpelnuhil untuk dapat mellangsungkan pelrkawilnannya, seldangkan syarat formill 

adalah syarat yang belrkailtan delngan tata cara (proseldur) untuk mellangsungkan 

pelrkawilnan. Apabilla syarat-syarat pelrkawilnan telrselbut dillanggar maka pelrkawilnan 

telrselbut dapat dilbatalkan atau batal delmil hukum.2 Selhilngga pelrnilkahan telrselbut rusak 

atau dilbatalkan. Batalnya pelrkawilnan dilmulail seltellah kelputusan Pelngadillan melmpunyail 

kelkuatan hukum yang teltap dan belrlaku seljak saat belrlangsungnya pelrkawilnan. Hukum 

ilslam melngilstillahkan pelmbatalan nilkah ilalah Fasakh.  

Kelputusan pelmbatalan pelrkawilnan tildak belrlaku surut telrhadap anak-anak yang 

dillahilrkan daril pelrkawilnan telrselbut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 

telntang Pelrkawilnan melnyatakan bahwa pelmbatalan pelrkawilnan dapat dillakukan, billa 

para pilhak tildak melmelnuhil syarat mellangsungkan pelrkawilnan belrartil bahwa pelrkawilnan 

iltu dillarang billa tildak melmelnuhil syarat-syarat pelrkawilnan dan pelrkawilnannya dapat 

dilbatalkan. 

Namun delmilkilan, kelnyataannya dalam masyarakat masilh ada orang-orang yang 

mellaksanakan pelrkawilnan padahal ada syarat-syarat yang tildak telrpelnuhil atau ada 

larangan - larangan yang tellah dillanggar. Pasal 24 Undang – undang Nomor 1 Tahun 

1974 telntang Pelrkawilnan juga melnyatakan bahwa  “Jilka pilhak telrkailt masilh melmillilkil 

ilkatan delngan salah satu pilhak karelna adanya pelrkawilnan, ilnil belrartil dililzilnkan untuk 

mellakukan pelmbatalan pelrkawilnan yang baru.” 

Pelngajuan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan melmillilkil jangka waktu, yailtu 

sellama elnam bulan (6 bulan) untuk dapat melngajukan haknya dalam mellakukan 

pelngajuan pelmbatalan pelrkawilnan. Selhilngga, jilka para pasangan telrselbut tildak 

melmpelrgunakan haknya untuk mellakukan pelmbatalan pelrkawilnan yang melmillilkil jangka 

waktu 6 bulan telrselbut, maka otomatils haknya gugur. Selpelrtil yang diljellaskan pada Pasal 

27 ayat (3) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 telntang pelrkawilnan, bahwa: “Jilka 

ancaman iltu hillang/jilka pellaku melngeltahuil keladaannya dan kelmudilan hildup selbagail 

pasangan dalam waktu elnam bulan dan tildak melnggunakan haknya untuk melmbatalkan, 

maka hak iltu belrakhilr.” Pelmbatalan pelrkawilnan apabilla dillakukan mellelbilhil batas waktu 

telrtelntu dilselbut daluwarsa. Daluwarsa melmillilkil pelngelrtilan yailtu gugatan yang dilajukan 

tellah mellelbilhil telnggang waktu yang tellah dilteltapkan.3 Pasal 72 ayat (3) KHIl Pelmbatalan 

pelrkawilnan melmillilkil jangka waktu pelngajuan yailtu hanya 6 bulan atau dilselbut 

 
1 Abdul Manan, Anelka Masalah Hukum Pelrdata Ilslam Dil Ilndonelsila. (Jakarta: Pustaka Bangsa Prelss, 2003), 58 
2 Amilr Syarifuddin, Hukum Pelrkawilnan Ilslam dil Ilndonelsila. Jakarta: Kelncana, 2009., 72 
3 Nuruddiln, Amilur, Azharil Akmal Tarilgan, Hukum Pelrdata Ilslam dil Ilndonelsila. (Jakarta: Kelncana, 2004), 117 
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daluwarsa. Namun Tildak selmua pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan yang daluwarsa 

diltolak, pada Putusan Pelngadillan Agama Kabupateln Malang Nomor: 

6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg hakilm melneltapkan pelmbatalan pelrkawilnan pada pelrkara 

telrselbut. 

Pelnelliltilan ilnil dillatar bellakangil olelh adanya selorang ilstril yang melngajukan 

pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan pada Pelngadillan Agama Kabupateln Malang 

telrhadap pelrkawilnannya yang keldua. Dilkarelnakan pilhak pelmohon ilnil pada saat melnilkah 

baru melnyadaril bahwa masilh telrilkat delngan pelrkawilnan lamanya. selrta melngakuil bahwa 

pada saat pelrnilkahan yang keldua ilnil pilhak pelmohon melngaku masilh pelrawan, selrta 

melnggunakan walil kelpala KUA yang padahal saat iltu ayahnya masilh hildup. selhilngga 

pelmohon melnyadaril bahwa pelrnilkahan yang keldua ilnil melmalsukan walil dan statusnya. 

Dalam elkselpsil pelmohon belrdalilh bahwa baru melngeltahuil bahwa masilh telrilkat delngan 

pelrkawilnan lamanya. yang dilmana pada saat iltu yang melngurus adalah suamil kelduanya 

atau pilhak telrmohon 1. 

Jilka dillilhat daril selgil dila mellakukan delngan sadar melmalsukan walil dan 

statusnya, ilnil sudah telrmasuk pelngajuan yang daluwarsa dan  hal ilnil belrtelntangan 

delngan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawilnan.  

namun jilka dillilhat daril selgil baru melnyadarilnya bahwa masilh telrilkat delngan pelrkawilnan 

lamanya pelngajuan ilnil bellum kadaluwarsa. 

Pada tanggal 23 Novelmbelr 2020 atas kasus Putusan Nomor : 

6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dil Pelngadillan Agama Kabupateln Malang. Dil silnil 

Pelnggugat adalah pilhak ilstril, dan Pilhak Telrgugat ada 2, Telrgugat 1 adalah Suamil yang 

selkarang yang melrupakan suamil kel dua, Telrgugat 2 adalah Kelpala KUA (Ngajum) yang 

melnjadil walil pada saat melnilkah. Pelnggugat dan Telrgugat 1 adalah pasangan suamil ilstril 

yang melnilkah pada Tahun 2017, Selsuail delngan kutilpan Akta Nilkah Nomor 

:0446/058/XXIl/2017).  

Namun Pelrnilkahan Pelmohon dan Telrmohon 1 yang dillaksanakan dil Kantor 

Urusan Agama Kelcamatan Ngajum Kabupateln Malang telrselbut telrdapat larangan, yaknil 

Pelmohon saat melnilkah delngan Telrmohon 1 melngaku belrstatus Pelrawan, padahal dalam 

kelnyataannya Pelmohon masilh telrilkat pelrnilkahan delngan selorang lellakil yang belrnama S 

(Samaran) suamil yag pelrtama, pelrnilkahan telrselbut dillaksanakan pada tanggal 15 

Agustus 2014 dan tellah dilcatat olelh pelgawail pelncatatan Nilkah Kelcamatan Pakilsajil 

Kabupateln Malang (Kutilpan Akta Nilkah Nomor :0545/35/VIlIlIl/2014). Status Pelrnilkahan 

Pelmohon delngan S (Samaran) hilngga kilnil masilh SAH. Kelmudilan pada tanggal 28 

Delselmbelr 2017 Pelmohon dan Telrmohon 1 mellangsungkan Pelrnilkahan, selrta tildak 

melmbelriltahu pelrilhal pelrnilkahan telrselbut kelpada ayah Pelmohon, lalu walil nilkah 

pelmohon adalah Kelpala KUA yang pada saat iltu masilh melnjabat selbagail Kelpala KUA 

Kelcamatan Ngajum. Dalam hal ilnil telrjadil manilpulasil ildelntiltas saat mellangsungkan 

pelrnilkahan. 

Selhilngga delngan sadar, Pelmohon dan Telrmohon 1 mellangsungkan pelrnilkahan 

yang dilmana Pelmohon masilh telrilkat delngan pelrnilkahan lamanya, tanpa pelmohon 

keltahuil karelna yang melngurus belrkas admilnilstrasil pelrnilkahan yang keldua adalah suamil 

yang keldua. seltellah belrjalan kurang lelbilh 2 tahun pelrnilkahan. Pelmohon dalam 

pelrmohonannya melndalillkan bahwa pelmohon tellah mellangsungkan pelrkawilnan dan 

rumah tangga Pelmohon dan Telrmohon 1 sudah tildak harmonils dan pelmohon baru 

melngelthauil bahwa pelmohon masilh telrilkat delngan pelrkawilnan lamanya. Lalu, Pelmohon 
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melngajukan Pelmbatalan pelrkawilnan dil Pelngadillan Agama Kabupateln Malang, delngan 

dasar bahwa masilh telrilkat delngan pelrkawilnan lamanya. 

Pada pasal 72 ayat (3) KHIl Pelmbatalan pelrkawilnan melmillilkil jangka waktu 

pelngajuan yailtu hanya 6 bulan atau dilselbut daluwarsa. Namun Tildak selmua pelrmohonan 

pelmbatalan pelrkawilnan yang daluwarsa diltolak, pada Putusan Pelngadillan Agama 

Kabupateln Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. 

 

METODE PENELITIAN 

Pelnelliltilan ilnil telrgolong selbagail jelnils pelnelliltilan yurildils normatilf yang belrsilfat 

kualiltatilf. Adanya pelnggunaan meltodel normatilf dalam pelnelliltilan ilnil dilkarelnakan objelk 

kajilan yang diltelliltil melrupakan putusan Pelngadillan agama Kab. Malang Nomor: 

6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Olelh karelna iltu, dalam pelnelliltilan yang dillakukan tildak 

melmbutuhkan data lapangan selbagail bahan utama pelnelliltilan. 

Pelnelliltil melnggunakan pelndelkatan kasus, pelndelkatan undang-undang dan 

pelndelkatan Konselptual. Pelndelkatan kasus dillakukan delngan melnellaah putusan hakilm 

Pelngadillan Agama Kab. Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Kelmudilan 

Pelndelkatan pelrundang-undangan juga dilbutuhkan dalam melnganaillilsis putusan selbagail 

telma pokok dalam pelnelliltilan ilnil. (Marzukil,2010: 94). Undang-undang yang belrkailtan 

dilantaranya; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawilnan. Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 Telntang Kelkuasaan Kelhakilman. Ilnstruksil Prelsildeln Nomor 1 Tahun 

1991 telntang Kompillasil Hukum Ilslam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telntang 

Pelradillan Agama. Yang telrakhilr adalah pelndelkatan konselptual. Pelndelkatan konselptual 

melrupakan pelndelkatan yang belrpiljak pada pandangan-pandangan dan doktriln-doktriln 

yang belrkelmbang dildalam illmu hukum. Delngan melnggunakan pelndelkatan ilnil akan 

mellahilrkan konselp hukum yang rellelvan delngan ilsu yang dilhadapil 

Sumbelr hukum prilmelr dalam pelnelliltilan ilnil adalah putusan Pelngadillan agama 

Kab. Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. 4seldangkan sumbelr hukum 

sekundelr melnggunakan buku-buku, jurnal yang belrkailtan delngan pelmbatalan 

pelrkawilnan, pelmalsuan ildelntiltas, dan batas waktu pelngajuan pelrmohonan pelmbatalan 

nilkah. Pelngumpulan data hukum prilmelr dillakukan delngan cara melnyaliln putusan 

Pelngadillan Agama Kab. Malang Nomor: 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg selbagail objelk 

kajilan. Sellailn iltu, pelraturan pelrundang-undangan yang belrkailtan delngan pelnelliltilan ilkut 

selrta dillakukan pelnyalilnan. Seldangkan dalam pelngumpulan data bahan hukum selkundelr 

dilpelrolelh daril buku-buku, jurnal maupun karya tulils illmilah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Alasan hukum hakim tentang pemohonan pembatalan perkawinan 

dalam putusan 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg  

Pelmbatalan pelrnilkahan pada kasus ilnil, Ilstril (X) selbagail pilhak yang melmohon 

kelpada Pelngadillan untuk melmbatalkan pelrkawilnannya delngan suamil (Telrgugat Il) yang 

tellah belrlangsung pada tanggal 28 Delselmbelr 2017 Dil Kantor Urusan Agama Kelcamatan 

Ngajum Kabupateln Malang. 

Pelrkara telrselbut tellah diljellaskan bahwa pelrnilkahan yang dillaksanakan telrselbut 

antara (X) dan (Telrgugat Il) telrdapat larangan, yaknil pilhak pelnggugat (X) saat melnilkah 

delngan telrgugat Il melngaku masilh pelrawan, dan Pelnggugat atau pilhak ilstril baru melngelrtil 

 
4 Peltelr Mahmud Marzukil, Pelnelliltilan Hukum. Jakarta: Kelncana, 2005 
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bahwa masilh telrilkat pelrnilkahan delngan selorang lellakil yang belrnama (S) yang mana 

pelrnilkahan telrselbut dillaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 dan tellah dilcatat olelh 

pelgawail pelncatatan Nilkah Kelcamatan Pakilsajil Kabupateln Malang (Kutilpan Akta Nilkah 

Nomor:0545/35/VIlIlIl/2014). Status pelrnilkahan pelnggugat dan (S) hilngga kilnil masilh 

SAH.  

Kelmudilan pada tanggal 28 Delselmbelr 2017 Pelmohon dan Telrmohon 1 

mellangsungkan Pelrnilkahan, selrta tildak melmbelriltahu pelrilhal pelrnilkahan telrselbut kelpada 

ayah Pelmohon, lalu walil nilkah pelmohon adalah Kelpala KUA yang pada saat iltu masilh 

melnjabat selbagail Kelpala KUA Kelcamatan Ngajum, padahal orang tua/Walil daril pilhak 

ilstril (S) masilh hildup. Dalam hal ilnil telrjadil manilpulasil ildelntiltas saat mellangsungkan 

pelrnilkahan. 

Selhilngga delngan sadar, Pelmohon dan telrmohon 1 mellangsungkan 

pelrnilkahannya. seltellah belrjalan kurang lelbilh 2 tahun pelrnilkahan. Pelmohon dalam 

pelrmohonannya melndalillkan bahwa pelmohon tellah mellangsungkan pelrkawilnan dan 

rumah tangga Pelmohon dan Telrmohon 1 sudah tildak harmonils, dan pelmohon baru 

melngeltahuil bahwa pelmohon masilh telrilkat delngan pelrnilkahan lamanya. Lalu, Pelmohon 

melngajukan Pelmbatalan pelrkawilnan dil Pelngadillan Agama Kabupateln Malang, delngan 

dasar bahwa masilh telrilkat delngan pelrkawilnan lamanya. 

Pelnulils belrpelndapat bahwa jilka pelrkawilnan yang belrsangkutan dilkailtkan delngan 

keltelntuan-keltelntuan melngelnail syarat suatu pelrkawilnan yang telrdapat pada Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dilkeltahuil: 

“Sahnya selbuah pelrnilkahan diltelntukan daril tata cara pellaksanaannya yang harus 

dillaksanakan delngan melnurut hukum masilng-masilng agama dan kelpelrcayaan daril pilhak-

pilhak yang melnilkah.”  

Selhilngga dalam hal ilnil, apabilla dilhubungkan delngan agama daril pilhak yang akan 

mellakukan pelrnilkahan adalah Ilslam, maka pelrlu melngacu pada pelraturan bagailmana 

mellangsungkan pelrkawilnan melnurut agama ilslam. 

Pasal 14 Kompillasil Hukum Ilslam, diljellaskan syarat daril pelrnilkahan dilkatakan 

sah apabilla telrdapat: 

• Selselorang yang melrupakan calon yang akan melnjadil Suamil 

• Selselorang yang melrupakan calon yang akan melnjadil Ilstril 

• Walil Nilkah 

• Saksil Akad Nilkah selbanyak dua orang 

• Iljab dan Qabul  

Kellilma unsur telrselbut melrupakan hal yang sangat pelntilng untuk dapat melmelnuhil 

syarat pelrkawilnan, karelna pelrkawilnan baru bilsa dilkatakan sah apabilla pelrkawilnan 

telrselbut dillaksanakan selsuail delngan hukum agama dan hukum nelgara yang dilatur olelh 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Kompillasil Hukum Ilslam. Jilka dillilhat daril 

selgil dila mellakukan delngan sadar melmalsukan walil dan statusnya, ilnil sudah telrmasuk 

pelngajuan yang daluwarsa dan  hal ilnil belrtelntangan delngan Pasal 27 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 telntang Pelrkawilnan.  namun jilka dillilhat daril selgil baru 

melnyadarilnya bahwa masilh telrilkat delngan pelrkawilnan lamanya pelngajuan ilnil bellum 

kadaluwarsa. 

Pelmbatalan pelrkawilnan melmillilkil dasar hukum belrupa Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 yailtu: 
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“Selorang suamil atau ilstril dapat melngajukan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan 

apabilla pada waktu belrlangsungnya pelrkawilnan telrjadil salah sangka melngelnail dilrilsuamil 

atau ilstril”. 

Kompillasil Hukum Ilslam Pasal 72 ayat (2) yang melnyelbutkan bahwa: “Selorang 

suamil atau ilstril dapat melngajukan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan apabilla pada 

waktu belrlangsungnya pelrkawilnan telrjadil pelnilpuan atau salah sangkamelngelnail dilril 

suamil atau ilstril”. 

Dilsilnil pelnelliltil seltuju delngan pelndapat majellils hakilm Pelngadillan Agama Kab. 

Malang dilatas. Yang melnjadil tiltilk masalah adalah waktu pelngajuan pelrmohonan 

pelmbatalan nilkah yang telrcantum dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 telntang pelrkawilnan, dilmana pelrmohonan pelmbatalan pelrnilkahan tildak dapat 

dilajukan seltellah 6 bulan belrlangsungnya pelrkawilnan dalam hal ilnil pelrnilkahan yang 

dillakukan pelnggugat dan telrgugat 1 sudah lelbilh daril 6 bulan. Namun dalam pasal 

telrselbut juga melnjellaskan bahwa apabilla pelrkawilnan telrjadil salah sangka melngelnail dilril 

suamil atau ilstril, selorang suamil atau ilstril dapat melngajukan pelrmohonan pelmbatalan 

pelrkawilnan baru seltellah yang belrsalah sangka iltu melnyadaril    keladaanya dan sellama 6 

bulan tildak melngajukan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan maka haknya gugur.  

Dalam hal ilnil yang belrsalahsangka tildak dillilhat daril pandangan lamanya 

pelrnilkahan keldua sang pelnggugat dan telrgugat 1, namun harus dillilhat daril salah sangka 

daril pelnggugat atas telrgugat 1 yang dilsangka sudah tildak telrilkat delngan pelrnilkahan 

lamanya yang nyatanya masilh telrilkat, karelna pelnggugat baru melngeltahuil bahwa masilh 

telrilkat delngan pelrkawilnan lamanya seldangkan tanpa selpelngeltahuan pelnggugat. Dalam 

putusan telrselbut, jilka dillilhat daril manilpulasil ildelntiltas yang dillakukan olelh pelnggugat 

yang melngaku pelrawan maka gugur haknya dalam melngajukan. Namun, belrdasarkan 

elkselpsil yang dilajukan pilhak pelnggugat baru melnyadaril adanya kelkellilruan yang telrnyata 

masilh telrilkat delngan pelrkawilnan lamanya. Selhilngga ilnil yang melnjadil dasar bahwa 

pelnggugat baru saja melngelthuil dan bellum telrhiltung 6 bulan. 

Hakilm melnggunakan meltodel ilntelrpreltasil. Meltodel ilntelrpreltasil melrupaan suatu 

meltodel pelnelmuan hukum yang melmbelrilkan pelnjellasan yang gamblang melngelnail telks 

Undang-undang agar ruang lilgkup kaeldah dapat dilteltapkan selhubung delngan pelrilstilwa 

telrtelntu. Belrdasarkan hal ilnil, meltodel ilntelrpreltasil melrupakan alat untuk melngeltahuil 

makna undang-undang selbelnarnya. Dalam melnggunakan meltodel ilntelrpreltasil, hakilm 

melnggunankan meltodel gramatilkal. Meltodel gramatilkal dilgunakan olelh hakilm dalam 

melmaknail pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Pelrkawilnan tahun 1974. 

  

B. Analisis kesesuaian Isi Amar Putusan Nomor 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. 

terkait Permohonan Pengajuan  Pembatalan Perkawinan dengan Batas Waktu 

Yang Sudah Ditetapkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

Selsuail delngan hal telrselbut kelmudilan melmbelrilkan kelputusan untuk melngabulkan 

pelrmohonan Ilstril (X) dalam hal pelngajuan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan antara 

ilstril (X) delngan (Telrgugat Il). Sellama pelrsildangan adalah (Telrgugat Il) tildak pelrnah 

datang dalam sildang walaupun sudah dilbelril pelmbelriltahuan selbagailmana umumnya dan 

sama selkalil tildak melngilrilmkan orang atau kuasa hukumnya untuk melwakillil dilrilnya atas 

pelngajuan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan yang dillayangkan olelh (X) dan 

diltujukan kelpada (Telrgugat Il). Keltildak hadilran daril (Telrgugat Il) juga tanpa alasan yang 
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sah dan jellas, namun daril pilhak KUA Ngajum (Telrgugat IlIl)  tildak melmbelrilkan buktil 

apapun, selhilngga dalam hal ilnil pelngadillan melngabulkan Pelrmohonan pelmohon 

(pelnggugat X). Dalam putusan telrselbut, hakilm melnilmbang bahwa rumah tangga 

pelmohon dan telrmohon sudah tildak harmonils, olelh karelna iltu pelmohon  melmillilkil lelgal 

standilng untuk melngajukan pelrmohonan pelrcelrailan, selrta pelmohon melmbuktilkan tellah 

kawiln delngan (S) atau masilh melnjadil ilstril S dan bellum belrcelrail dan bellum ada buktil 

otelntilk yang melmbuktilkan selbalilknya.  

Hakilm melnilmbang bahwa pelmohon pelrkawilnan pelrtama delngan S masilh sah 

sampail selkarang karelna bellum ada pelrcelrailan, dan pelrkawilnan keldua pelmohon tildak sah 

karelna tildak mellilbatkan walil yang sah dan masilh dalam pelrkawilnan orang lailn.       Pasal 

14 Kompillasil Hukum Ilslam, diljellaskan syarat daril pelrnilkahan dilkatakan sah apabilla 

telrdapat: 

a. Selselorang yang melrupakan calon yang akan melnjadil Suamil 

b. Selselorang yang melrupakan calon yang akan melnjadil Ilstril 

c. Walil Nilkah 

d. Saksil Akad Nilkah selbanyak dua orang 

e. Iljab dan Qabul 

Kellilma unsur telrselbut melrupakan hal yang sangat pelntilng untuk dapat melmelnuhil 

syarat pelrkawilnan, karelna pelrkawilnan baru bilsa dilkatakan sah apabilla pelrkawilnan 

telrselbut dillaksanakan selsuail delngan hukum agama dan hukum Nelgara.  

Majellils Hakilm melngabulkan pelngajuan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan 

daril (X) kelpada (telrgugat Il) yang dilajukan pada Kelpaniltelraan Pelngadillan Agama 

Kabupateln Malang, Selbab melrujuk pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 melnjellaskan bahwa: 

“Apabilla ancaman tellah belrhelntil, atau yang belrsalah sangka iltu tellah melnyadaril 

keladaannya dan dalam jangka waktu 6 (elnam) bulan seltellah iltu masilh teltap hildup 

selbagail suamil ilstril, dan tildak melmpelrgunakan haknya untuk melngajukan pelrmohonan 

pelmbatalan, maka haknya melnjadil gugur”. 

Melnurut pelnulils, pelngajuan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan iltu harus dil 

ajukan sellama 6 (elnam) bulan daril awal saat pelrkawilnan dillangsungkan, apabilla 

mellelbilhil waktu telrselbut maka haknya melnjadil gugur selhilngga tildak dapat melngajukan 

pelmbatalan pelrkawilnan. Walaupun pelrkawilnan telrselbut telrilndilkasil melmillilkil 

pellanggaran yang sangat banyak selhilngga melnjadil cacat hukum. 

Namun, dilsilnil yang telrjadil yailtu pilhak pelnggugat/ilstril baru saja melnyadaril 

bahwa masilh telrilkat delngan pelrnilkahan lamanya. Seldangkan pelrnilkahan yang keldua ilnil 

sudah belrjalan sellama 2 tahun. Nah, yang dilhiltung dilsilnil bukanlah lama daril pelrnilkahan 

yang keldua, tapil belrapa lama pilhak pelnggugat melnyadaril bahwa ada selbuah kelkellilruan. 

Selhilngga dilsilnil pelmbatalan iltu gugur dilhiltung seljak dilkeltahuil pelnggugat. Pasal Pasal 27 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yailtu: 

“Selorang suamil atau ilstril dapat melngajukan pelrmohonan pelmbatalan pelrkawilnan 

apabilla pada waktu belrlangsungnya pelrkawilnan telrjadil salah sangka melngelnail dilrilsuamil 

atau ilstril”. 

Hakilm melmillilkil kelbelbasan dalam melmutus suatu pelrkara tanpa dililntelrfelnsil olelh 

pilhak lailn. Dalam proselsnya hakilm melmillilkil alasan-alasan hukum (Ratilo Delcildelndil) 

yang belrlandaskan pelrundang-undangan. 

Namun jilka alasan pelmbatalan pelrkawilnan dillilhat daril silsil Al Qur’án dalam surat 

An Nilsa ayat 24 : 
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ا  ِ عَليَْكُمْ ۚ وَاحُِلا لكَُمْ ما وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ انَْ تبَْتغَوُْا  وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الن سَِاۤءِ الَِّا مَا مَلَكَتْ ايَْمَانكُُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰه

حْصِنيِْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فمََا اسْتمَْتعَْتمُْ بِهٖ مِنْهُنا فَاٰتوُْهُنا اجُُوْرَهُنا فَرِيْضَ  نَاحَ عَليَْكُمْ فيِْمَا ترََاضَيْتمُْ ةً وَۗلََّ جُ بِامَْوَالِكُمْ مُّ

َ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا   بِهٖ مِنْْۢ بعَْدِ الْفَرِيْضَةِۗ اِنا اللّٰه

 

Artilnya : “Dan (dilharamkan juga kamu melnilkahil) pelrelmpuan yang belrsuamil, kelcualil 

hamba sahaya pelrelmpuan (tawanan pelrang) yang kamu millilkil selbagail kelteltapan 

Allah atas kamu. Dan dilhalalkan bagilmu sellailn (pelrelmpuan-pelrelmpuan) yang 

delmilkilan iltu jilka kamu belrusaha delngan hartamu untuk melnilkahilnya bukan untuk 

belrzilna. Maka karelna kelnilkmatan yang tellah kamu dapatkan daril melrelka, belrilkanlah 

maskawilnnya kelpada melrelka selbagail suatu kelwajilban. Teltapil tildak melngapa jilka 

telrnyata dil antara kamu tellah salilng melrellakannya, seltellah dilteltapkan. Sungguh, 

Allah Maha Melngeltahuil, Mahabiljaksana”. 

 

Dil jellaskan dilatas bahwa pelrelmpuan yang belrsuamil haram untuk dilnilkahil, selrta 

dalam belrkas pelrkawilnan yang tellah telrjadil tanpa selpelngeltahuan walil, selhilngga walilnya 

tildak sah. Delngan delmilkilan, pelrkawilnan delngan wanilta belrsuamil adalah belrtelntangan 

delngan hokum ilslam dan karelnanya pelrkawilnan telrselbut dilnyatakan tildak sah dan 

belrdosa jilka dillakukan.  

Melnurut Dr. Yusuf Qaradhawil, yang melnyatakan bahwa wanilta belrsuamil yang 

masilh belrada dalam lilndungan suamilnya tildak halal melnilkah delngan orang lailn, maka 

harus telrpelnuhil dua syarat, yailtu: (Qardhawil, 2002: 75). 

a. Tellah lelpas daril tangan suamil, bailk karelna melnilnggal duanila maupun 

karelna talak (belrcelrail). 

b. Tellah habils ilddah (masa tunggu-peln) yang dilpelrilntahkan olelh Allah. 

Sellama masa dalam masa ilddah telrselbut masilh dalam tanggung jawab suamil telrdahulu.  

Jilka mellilhat daril paparan dilatas alasan Hakilm untuk melngabulkan pelmbatalan 

pelrkawilnan telrselbut dilkarelnakan akan banyak mudhorot jilka pelrkawilnan telrus 

dillanjutkan. Selrta akan melmpelrburuk keladaan. 

SIMPULAN  

Daril hasill pelnelliltilan pada belrkas putusan nomor 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg 

dapat dilsilmpulkan bahwa, hakilm melnggunakan meltodel ilntelrpreltasil delngan melmbelrilkan 

pelnjellasan yang gamblang melngelnail telks undang-undang agar ruang lilgkup kaeldah 

dapat dilteltapkan selhubung delngan pelrilstilwa telrtelntu. Belrdasarkan hal ilnil, hakilm 

melnggunakan meltodel ilntelrpreltasil untuk melmaknail pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Pelrkawilnan tahun 1974. Hakilm melnyatakan hak melngajukan pelrmohonan pelmbatalan 

pelrkawilnan gugur dilhiltung seljak dilkeltahuilnya pelmohon, bukan dilhiltung seljak 

pelrkawilnan antara pelnggugat delngan telrgugat. Tapil kelsadaran pelnggugat atas adanya 

selbuah kelkellilruan.  

Pada belrkas putusan nomor 6459/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg pelnyelbab telrjadilnya 

pelmbatalan pelrkawilnan adalah karelna adanya selbuah pelrkawilnan yang mana sang ilstril 

masilh melnjadil ilstril orang lailn, selrta dalam pelrkawilnan kelduanya tanpa selpelngeltahuan 

walil selhilngga walilnya tildak sah. Selhilngga dalam hal ilnil pelrkawilnan yang tellah telrjadil 

dilanggap tildak sah dan putusan hakilm sudah selsuail delngan undang – undang dan 

Kompillasil Hukum Ilslam, dalam Al Qurán Surat An – Nilsa ayat 24 juga sudah 

melnjellaskan pelrkawilnan delngan wanilta belrsuamil adalah belrtelntangan delngan hukum 
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ilslam dan karelnanya pelrkawilnan telrselbut dilnyatakan tildak sah dan belrdosa jilka 

dillakukan. Jilka mellilhat daril paparan dilatas alasan Hakilm untuk melngabulkan 

pelmbatalan pelrkawilnan telrselbut dilkarelnakan akan banyak mudhorot jilka pelrkawilnan 

telrus dillanjutkan. Selrta akan melmpelrburuk keladaan. 
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